
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) Peraruran Daerah 
Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pasal 44 Peraturan Menteri 
Pendidikan clan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Teman Kanak-Kanak, 
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 
Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; 

b. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Baru 
pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 belum 
mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum layanan 
pendidikan, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 
pada Ta.man Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah 
Menengah Pertama; 

Menimbang 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH 

DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR 12 TAHUN 2021 

BUPATI GROBOGAN 

PROVINSI JA WA TENGAH 

SALINAN I 



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerab-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengab; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambaban Lembaran Negara 
Repu blik l ndonesia 430 1); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab diubah 
beberapa kali terakbir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-LJndang 
Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintab Nomor 19 Tabun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah'un 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintab Nomor 19 Tabun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesiaNomor 5670); 

5. Peraturan Pemerintab Nomor 47 Tabun 2008 tentang Wajib 
Belajar (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tabun 2008 
Nomor 90, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana Lelah diubab dengan Peraturan 
Pcmerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Pcnyelengaraan Pendidikan (Lembaran 

Mengingat 



kewenangan Daerah otonom. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama. 
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah 

salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada 
jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program 

urusan pemerintahan pelaksanaan 

sebagai unsur 

yang rnemimpin 

yang menjadi 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara Pemerintahan Daerah 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATl TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK 

BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. 

MEMUTUSKAN : 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5157); 
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor l 

Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada 

Tarnan Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah 

Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 6); 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 

S); 

Menetapkan 



Persyaratan calon Peserta Didik baru jcnjang TK, terdiri dari: 
a. memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang 

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh 

BABil 

PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU 

Pasal 2 

pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 

dengan 6 [enam] tahun, 
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah 

satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 

pendidikan dasar. 
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP 

adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang 
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah 
Tbtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan 
dari hasil belajar yang diakuJ sama atau setara SD atau 
Madrasah Jbtidaiyah. 

9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengerobangkan potensi diri melalui proses pernbelajaran 
yang terscdia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu. 
10. Penerimaan Pcserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat 

PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, 

dan SMP. 
11. Rombongan Belajar adalab kelompok peserta didik yang 

terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolab. 
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik 

adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh 
Kementerian Pendikan dan Kebudayaan yang memuat data 
satuan pendidikan, peserta didik, pendiclik dan tenaga 
kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya 
bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus 
diperbaharui secara online. 

13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 

I 



Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, terdiri 
dari: 
a. memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang 

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleb 
lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili 
calon peserta didik baru; 

Pasal 4 

(1) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, 
terdiri dari: 
a. memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang 

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir 
oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan 
domis.ili calon Peserta Didik baru; dan 

b. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendab 6 (enam) 
tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. 

(2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan 
calon peserta didik baru kelas 1 (satu] SD yang berusian 7 

(tujuh) tahun. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dikecualikan bagi calon peserta didik baru ke1as 1 (satu] SD 
yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan 
pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan memiliki potensi 
kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis 
yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog 
profesional. 

(4) Dalam ha! psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleb 
dewan guru Sekolah yang bersangkutan. 

Pasal 3 

lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili 

calon Peserta Didik baru; 
b. berusia 4 (ernpat] tahun sampai dengan 5 [lima] tahun 

untuk kelompok A; dan 
c. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk 

kelompok B. 



Calon Peserta Didik penyandang disabilitas dikecualikan dari: 
a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai 

dengan Pasal 4; dan 
b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf c. 

Pasal 6 

(1) Calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau 
warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang bcrasal 
dari Sekolah di luar negeri selain rnemenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendapatkan 
surat rekomendasi dari direktur jenderal yang membidangi 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah pada Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

(2) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara. 
asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan 
Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang 
diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. 

(3) Dalam ha! sekolah yang menerima peserta didik warga 
negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa 
pcringatan tertulis. 

Pasal 5 

b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 

Juli tahun berjalan; 
c. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus SD/Ml atau 

bentuk lain yang sederajat; dan 
d. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, 

penyalabgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif 
lainnya, serta tawuran yang dinyatakan dalam daftar 
pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari 

Sekolab asal. 



Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

buruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran peserta didik 
baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD. 

Pasal 9 

(1) Jalw· zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf a terdiri atas: 
a. jalur zonasi SD paling sedikit jalur zonasi SD paling 

seclikit 70°/o (tujuh puluh persen) dari daya tarnpung 
sekolah; dan 

b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima pulub persen) 
dari daya tampung sekolah. 

(2) .Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
huruf b paling sedikit 15o/o (lima belas persen) dari daya 
tampung sekolah. 

(3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c paling banyak 5% 
(lima persen) dari daya tampung sekolah. 

(4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 
(3), Sekolah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d. 

Pasal 8 

a. zonasi; 
b. afinnasi; 
c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau 
d. prestasl. 

(1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur 
pendaftaran PPDB. 

(2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) meliputi: 

Pasal 7 

BAB 1II 

JALUR PENDAITARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
Bagian Kesatu 

Umum 



( 1) Surat keterangan domisili sebagaimana diroaksud dalam 
Pasal 10 ayat (4) diterbitkan olch ketua rukun tetangga atau 
ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah /kepala desa 
atau pejabat setempat lain yang berwenang. 

(2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang 
bersangkutan telab berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun 
sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. 

(3) Sekolah rnemprioritaskan calon peserta didik baru yang 
merniliki kartu keluarga at.au surat keterangan domisili 
dalam 1 (satu) wilayab kabupaten/kota yang sama dengan 

sekolah asal. 

Pasal 11 

(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a 
diperuntukkan bagi calon Pescrta Didik baru yang 
berdomisili di dalam wilayah zonasi Sekolab yang 

bersangkutan. 
(2) Wilayab zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang 
diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 
pendaftaran PPDB. 

(4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena 
keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat 
keterangan domisili. 

(5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
meliputi: 
a. bencana alam; dan/atau 
b. bcncana sosial. 

Bagian Kedua 

Jalur Zonasi 

Pasal 10 



(1) Pcserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi 
tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) huruI a wajib menyertakan: 
a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program 

pcnanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 

b. surat pemyataan dari orang tua/wali peserta didik yang 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Jalur Afirmasi 

Pasal 13 
(l) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta 

didik baru: 
a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan 
b. penyandang disabilitas. 

(2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta 
didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi 
sekolah yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal calon pcserta didik yang mendaftar melalui jalur 
afirmasi rnelampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang 
ditetapkan, rnaka penentuan peserta didik dilakukan dengan 
memprioritaskan [arak tempat tinggal calon peserta didik 
yang terdekat dengan sekolah. 

(1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu] jalur 
pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi. 

(2) Selain melakukan pendaftaran PPDB rnelalui jalur zonasi 
dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta 
didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui: 
a. jalur afirmasi; atau 
b. jalur prestasi, 
di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang 

mernenuhi persyaratan. 

Pasal 12 



(1) PPDB melalu.i jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam 

Bagian Kellina 
Jalur Prestasi 

Pasal 16 

(1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana diroaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2) hurur c dibuktikan dengan surat 
penugasan dari: 
a. instansi; 
b. lembaga; 
c. kantor; atau 
d. perusahaan yang mempekerjakan. 

(2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindaban tugas 
orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk 
calon peserta didik baru pada sekolah tempat orang tua/wali 
mengajar. 

(3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindaban tugas 
orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal 
calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. 

Bagian Keempat 
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wall 

Pasal 15 

menyatakan bersedia diproses secara bukum jika 
terbukti memalsukan bukti keiku tsertaan dalam 
program penanganan keluarga tidak mampu. 

(2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan 
peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak 
mampu sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf a, 
sekolah bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan 
verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti basil 
verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program 
penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan, 



(1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18: 
a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang 

Lelah menerima bantuan operasional sekolah dilarang 

Pasal 19 

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi: 
a. pengumuman pendaftaran; 
b. pendaftaran; 
c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; 
d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan 
e. daftar ulang. 

BAB JV 
PELAKSANAAN PPDB 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 18 

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 Udak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan 
akademik. 

Pasal 17 

I 

Pasal 7 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan: 
a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan 

peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; 

dan/atau 
b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. 

(2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
menggunakan nilai raper pada 5 (lima) semester terakhir. 

(3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

buruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling 
lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. 

(4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagairnana dimaksud pada 
ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan kctentuan peraturan 
perundang-undangan. 

l 



( 1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang 
tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas l (satu) SD 
mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai 

berikut: 
a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan 
b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah 

zonasi yang ditetapkan. 

Bagian Keempat 
Seleksi sesuai dengan Jalur PendaJtaran 

Pasal 22 

melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai 
dengan persyaratan. 

luring dengan mekanisme melalui dilaksanakan 

(1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme 
daring. 

(2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan 
sesuai dengao persyaratan ke laman 
htlps:/ /grobogan.siap-ppdb.com. 

(3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. 

(4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB 

Bagian Ketiga 
Pendaftaran 

Pasal 21 

rombongan belajar dalam Dapodik; dan 

e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi 

PPDB. 

(5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta. didik 
baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
melalui papan pengumuman sekolah maupun media 

la.inn ya. 
(6) Sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan 

harus mengumumkan pendaftaran PPDB. 



zonasi yang sama. 
(3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi 

yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah 
zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang 
terdekat. 

(4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah 
Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah. 

menyalurkan kelebihan calon 
dimaksud pada ayat (1) pada 

dengan kewenangannya 
peserta didik sebagaimana 
sekolah Jain dalam wilayah 

sesuai 

(1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki 
jumlah calon peserta didik yang melcbihi daya tampung, 
maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta 
didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan 
kcwenangannya. 

(2) Dinas pendidikan 

Pasal 24 

(1) Seleksi ialur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 

(tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak 
tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi 
yang ditetapkan. 

(2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan 
sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka 
seleksi untuk pernenuhan kuota/daya tampung terakhir 
menggunakan usia peserta didik yang lebih ma berdasarkan 
akta kelahiran atau surat keterangan lahir. 

Pasal 23 

(2) Jika usia calon pcserta didik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan 

pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat 

dengan sekolah. 
(3) Seleksi calon peserta didik barn kelas 1 (satu) SD tidak 

boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, 
dan/ atau berhitung. 



(1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e 

dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima 
di sekolah. 

(2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) untuk 
memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah 

Bagian Keenam 
Daftar Ulang 

Pasal 26 

(1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagairoana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan sesuai dengan 
jalur pendaftaran dalam PPDB. 

(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan basil 
rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan 
ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. 

(3) Dalam hal kepala sekolah sebagairoana dimaksud pada ayat 
(2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru 
dilakukan oleh pejabat yang berwenang. 

Bagian Kelima 
Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru 

Pasal 25 

(5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi 

atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat 

sebagaim.ana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan 
sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai 
kriteria yang ditentukan oleh Pernerintah Daer-ah. 

(6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman 

penetapan hasil proses seleksi PPDB. 
(7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Daerah tidak boleh: 
a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan 

belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi 
ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional 
pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau 

b. menambah ruang kelas baru. 



(1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di 
Indonesia setelah memenuhi: 

Pasal 30 

(1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) 

daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 

(satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi ditaksanakan atas 
dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah 
yang dituju. 

[2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan 
wajib memperbaharui Dapodik. 

(3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) wajib memcnuhi ketentuan persya.ratan 
PPDB dan/atau sistern zonasi yang diatur dalam Peraturan 
Bupati ini. 

BABVl 
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 

Pasal 29 

Sekolah melakukan pengisian dan pernutakhiran data peserta 
didik dan rornbongan belajar dalam Dapodik secara berkala 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. 

Pasal 28 

(1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk mernastikan 

status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan. 
(2) Pendataan ulang sebagaimana climaksud pada ayat (1) tidak 

boleh memungut biaya. 

BABV 

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA 

Pasal 27 

yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli 

yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan. 



(1) Peserta didik [alur pendidikan non formal dan informal 
dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah 
lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan 
oleh SD yang bersangkutan. 

(2) Peserta didik jalur pendidikan non formal dan informal 
dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) 
setelah memenuhi persyaratan: 
a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan 
b. lulus tes kelayakan dan pcnempatan yang 

diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan. 
(3) Dalam bal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur 

pendidikan non formal dan informal ke sekolab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolab yang 
bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik. 

Pasal 31 

a. surat pernyataan dari kcpala sekolah asal; 
b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal 

yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan 
dasar, dan pendiclikan menengah sesuai dengan 
kewenangan;dan 

c. Iulus tes kelayakan dan penempatan yang 
diselenggarakan sekolah yang dituju. 

(2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di 
SMP di Indonesia setelah: 
a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang 

membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan 
telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; 

b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal; 
c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal 

yang membidangi pendidikan anak usia dini, 
pcndidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk 
calon peserta didik baru SMP; dan 

d. Julus tcs kelayakan dan penempatan yang 
diselenggarakan sekolah yang dituju. 



(1) Kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya 
melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian 
melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah paling larnbat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan 

PPDB. 
(2) Kepala Dinas Pendidikan melakukan pemantauan dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun. 

PasaJ 34 

( 1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan 
peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada 
Kepala Dinas Pendidikan. 

(2) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam 
pelaksanaan PPOB kepada Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Grobogan melalui laman: https://grobogan.siap 
ppdb.com/ #/02/pesan. 

(3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dala.m 
pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan melalui 
laman : http://ult.kemdikbud.go.id. 

BAB VIU 
PELAPORAN 

Pasal 33 

(1) Pakaian seragam Sckolah terdiri dari: 
a. pakaian seragam nasional; 
b. pakaian seraga.m kepramukaan; dan 
c. pakaian seragam khas sekolah. 

(2) Pengadaan pakaian seragam. sekolah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali Peserta 

Didik. 

BAB VII 

SERAGAM 
Pasal 32 



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupatl 
Grobogan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaao 
Calon Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah 
Dasar, dan Sekolah Meneogah Pertama Tahun Pelajaran 
2020/2021, (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 

BABXl 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

(1) SekoJah negeri harus memperhatikan Sekolah swasta 
sebagai mitra kerja. 

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat 
dilarang mernberatkan calon peserta cliclik baru yang tidak 
mampu. 

(3) Komite Sekolah, yayasan dan/atau pemangku kepentingan 
penclidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh, 
anak asuh, dan/atau bantuan calon peserta didik tidak 
mampu. 

PasaJ 37 

Calon Peserta Didik baru berkebutuhan khusus dapat diterima 

di semua Sekolah terutama Sekolah yang memiliki tenaga 
penclidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti 
pembelajaran dan pengujian sesuai dengan kelentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BABX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 36 

Bupati melalui Kepala Dinas Pencliclikan melakukan pernbinaan 

dan pengawasan kepada sekolah yang cliselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya. 

BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa135 



Sallnan seaual dengan asllnya 
KEPALA BAGIAN HOKUM 

SETDA KABtrPATllN GROBOGAN 

MOHAMAD SUMARSONO 

SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 12 

TTD 

SEKRETARJS DAERAH 

KABUPATEN GROBOGAN, 

Diundangkan di Purwodadi 

pada tanggal 28 April 2021 

SRl SUMARNI 

TTD 

BUPATI GROBOGAN, 

Ditetapkan di Purwodadi 

pada tanggal 28 April 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Peraturan Bupat.i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 39 

Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 



( 1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik 

baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a 
dilakukan secara terbuka. 

(2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik 
baru sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh 
Pernerintah Daerah bagi: 
a sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; 

dan 
b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakal yang 

menerima dana bantuan operasional sekolah. 
(3) Pengumurnan pendaftaran penerimaan calon peserta didik 

baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan 
Mei. 

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik 
baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: 
a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan 

jenjangnya; 
b. tanggal pendaftaran; 
c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur 

afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, 
dan/atau jalur prestasi; 

d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas J (satu) 
SD, dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data 

Bagian Kedua 
Pengumurnan Pendaftaran PPDB 

Pasal 20 

memungut biaya; dan 
b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 

dilarang: 
1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang 

terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun 
perpindahan peserta didik; dan 

2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau 
buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. 

(2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



NO NAMA SEKOL.AH NAMA DESA/KELURAHAN JARAK KE 
SEKOLAH (KM) 

1. SMP N-ri 1 Purwodadi 1 Kelurahnn Purwodadi 1,50 

2 Karanganyar 1,80 

3 Kelurahan Kuripa.o 2,50 

4 Kelurahan Kalongan 2,70 

5 Kelurahan Danyang 2,80 

6 Desa Getasrejc 2,80 

7 Desa Ked ungrejo 3,30 

8 Desa Jangkungharjo 4,40 

9 Deea Krangganharjo 5,10 

10 Desa Rejo.~ari 5,JO 

11 Desa Menduran 5,20 

12 Desa Temon 5,40 

13 Desa Ngembak 5,60 

14 Desa Kandangan 5,80 

15 Desa Ngrajl 5,80 

16 Desa Putat 5,90 

17 Desa Ngabenrejo 6,10 

18 Desa Cingkrong 6,30 

19 Desa Depok 6,40 

20 Desa Genuksuran 6,50 

PENETAPAN WlLAYAH ZONASI SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDrK 

BARU (PPDB) 

KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

PESERTA DIDIK 

TAMAN KANAK- 

PENERlMAAN 

BARU PADA 

LAMP IRAN 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR 12 TAHUN 2021 

TENTANG 



2. SMP Negeri 2 PurwodadJ 1 Ket. Pu rwodadi 0,47 
2 KeLDanyang 0,94 
3 Ket. Kalongan 1,02 
4 Desa Ngraji 2,14 
5 Desa Karanganyar 2,60 
6 Desa Kraogga.nharjo 2,78 
7 KeL Kunpan 302 
8 Desa Genuksuran 3,08 
9 Desa Ngembak 3,37 
10 I Desa K..-J ungrejo 351 
11 De .. a Tambirejo 3,93 
12 Desa Depok 397 
13 Desa Kandangan 4 19 
14 Desa Sugiban 

4,94 
15 Sesa Plosorejo 508 
16 Desa Candisari 525 
17 Desa Cingkrong 5,74 
18 Oesa Putat 6,00 
19 Oesa Boloh 6,05 
20 Desa Nambuhan 6,19 
21 Desa Pilangpayung 6,19 
22 Oesa Sindurejo 6,72 

3. SMP Negeri 3 Purwodadi 1 Ke], Purwodadi 0,54 
2 Kel Oanyang 1 79 
3 KeL Kuripan 1,99 
4 KeL Kalongan 2,06 
5 Desa Ngembak 2,35 
6 Desa Karang;,.nyar 2,67 
7 Desa Genuksuran 2i98 
8 Desa Ngraji 307 

25 



9 Desa Krangganharjo 3,34 
LO Desa Kedungrejo 3,78 
11 Desa Cingkrong 4?5 
12 Desa Dcpok 437 
13 Desa Candisari 486 
14 Desa Kandangan 4.93 
15 Desa Tambirejo 4.99 
16 Desa Sugiban 5.00 
17 DesaPutat 

5.04 
18 Desa Plosoharjo 

6,12 
19 Desa, Pulorejo 

6 43 
20 Desa Pilangpayung 6.69 
21 Desa Nambuhan 

6.88 

4. SMP Negeri 4 Purwodadi 1 Desa K.andangan 030 
2 Desa Kedungrejo 2,10 
3 Desa Nambuhan 2,20 
4 Desa Ngraji 2?0 
5 Desa Nglobar 4 10 
6 Desa Wantkaranganyar 5,40 

5. SMP Negeri 5 Purwodadi 1 Desa Putat O.M 
2 Desa Menduran l,64 
3 Desa Pulorcjo 1.99 
4 Desa Cingkroog 2,01 
5 Kel. Kuripan 2,66 
6 Desa NgembaJ< 307 

6. SMP Negeri 6 Purwodadi 1 Keluraban Purwodadi 1,50 
2 Desa Karanganyar 1,80 
3 Keluraban Kuripan 2,50 
4 KeurabaoKalongan 2,70 
5 Desa Oetasrejo 2,80 

I 
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6 Kelurahan Danyang 2,80 
7 Desa Kedungrejo 3,30 
8 Desa Ja.nglrungharjo 4,40 
9 Desa Krangganharjo 5,10 
10 Desa Rejosari 5,10 
11 DesaTemon 5,40 
12 Desa Ngembak 5,60 
13 Desa Ngraji 5,80 
14 Desa Kandangan 5,80 
15 Desa Putat 5,90 
16 Desa NgaoonreJo 6,10 
17 Desa Cingkroog 6,30 
18 Deaa Depok 6,40 
19 Desa Genu ksuran 6,50 

7. SMP Negeri 7 Purwodadi 1 Kelurahan Daeyang 3,78 
2 Kelurahen Kalongan 4,58 
3 Desa Canclisari 1,12 
4 Desa Cingkrong 2,60 
5 Desa Genuksuran 1,12 
6 DesaNgembak 1,55 
7 Desa Katong 3,85 
8 Desa Krangganharjo 2,67 
9 Desa Pilangpeyu ng 4,10 
10 Desa Sugihan 2,86 
ll Desa Kluwan 3Jl5 
12 Desa Leyaogan 5,72 
13 Desa Pengkol 3,51 
14 De,,a Tako 3,01 

8. SMP Negeri 1 Toroh I DesaBoloh 1.00 
2 Desa Tuoggak 1,17 
3 Desa Plosoharjo 1,52 
4 Desa Tarnbirejo 300 
5 Desa Kandangan 3,28 
6 Desa Kenteng 3,42 
7 Desa Nambuhan 3.47 
8 Desa Wa.ruJ<a.nmsanyar 4.00 
9 Desa Ngrajl 4t20 
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10 Desa Genengsari 422 

11 DesaDepok 5, 11 

12 Desa Nglobar 5.22 
13 Kel. Kalongan 5,30 
14 Desa Bandungharjo 5,51 
15 Desa Kedungtejo 5,61 
16 Desa Ngrandah 5,70 
17 Desa Sindurejo 5,92 
18 Kel, Danyang 6,00 
19 Desa Karanganyar 6,30 
20 Desa Krangganharjo 6,68 
21 Kel. Purwodadi 6,71 

SMP Negen 2 Torch 1 Desa Depok 010 9. 
2 Desa Krangganharjo 290 
3 Desa Tambirejo 320 
4 Desa Sugihan 350 

5 Desa Pilangpayung 4,20 
6 Desa Sindurejo 4 30 
7 Desa Katong 6.00 
8 Desa Bandungharjo 670 

SMP Neg,,ri 1 Geyer 1 Desa Geyer 0.20 10. 
2 Desa Monegot 3,10 
3 Desa Lcclokdawan 3.20 
4 Desa Jambangan 5,80 

5 Desa Sabo 6,40 
6 DesaJuworo 6,80 
7 Desa Sindurejo 6,90 

SMP Negeri 2 Geyer 1 Desa Monggot 0,20 lL 
3,40 3 DesaGeyer 
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4 Desa Juworo 5,10 
5 Desa Ledokdawan 6,50 

SM? N~ri 3 Geyer l Desa A&emruduag 0,50 12. 

2 Desa Karang Anya. 1,50 
3 Desa Bangsri 2,00 
4 Desa Ngrandu 2,50 

SM? Negeri 4 Geyer l Desa Suru 080 13. 

2 Desa Ngleses 2,00 
3 DesaSobo 300 
4 Desa Lajer 3,00 
5 Desa Karangsono 300 
6 De.sa Dimoro 4,00 
7 DesaRambat 5,00 
8 Desa Genengadal 600 
9 Desa Kalang Bancar 700 
10 Desa Geyer 7,00 
11 Desa Katong 7.00 
12 Desa Pilangpayuog 7,00 

SMP Negeri 1 Grobogan 1 Keturahan Grobogan 0,53 14 
2 Desa Ngabenrejo 141 
3 Desa Tirem 143 
4 OesaTemon 1,60 
5 Desa Karangrejo 1.65 
6 Desa Janglmngharjo 2,54 
7 Desa 'l'eguhan 258 
8 DesaLemahputih 290 
9 Desa Karangsan 2,92 
10 Desa Katel<an 3,78 
11 Desa Tanggu ngha.rjo 4.62 
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12 Desa Getasrejo 4,68 
13 Desa Menduran 4,70 
14 Desa Putataari 4,72 
15 Desa Kronggen 5,19 
16 Desa sumber Jahpohoo 5,21 
17 Desa Rejosari 5,37 
18 DesaSedayu 595 
19 Deea Selcjari 636 
20 Desa Tegalsumur 6,76 
21 Desa Lebak 6,94 

15 SMP Negeri 2 Grobogao l Desa Putarsari LOO 
2 Desa Tu.nggu.ngharjo 1.10 
3 Desa Teguhan 290 
1 Desa Karangrejo 4.60 
5 Desa Ngabenrejo 4.70 
6 Kelurahao Grobogan 4.80 
7 Desa Lebak 4,90 
8 Desa Rejosari 530 
9 Desa Plosol'ejo 5.50 
10 Desa Mayahan 5,80 
11 Desa Temon 640 
12 Oesa Tirem 6,90 
13 Desa Lebengjumuk 6.90 

16 SMP Negeri 5 GI'Obogao 1 Desa $umber Jatipoboo 2,70 
2 DesaSedayu 4,90 
3 Desa Karanrejo 7,00 
4 Kelu rahao Grobogan 7,00 

17 SMP N.,geri l Klambu l DesaKJambu 0,50 
2 Desa Menawao 2,90 
3 Desa Penganten 290 

30 



4 Desa Terke.~i 3,10 
5 Desa P!osokerep 4,00 
6 Desa J enengan 6,30 
7 Dess Tarurnan 7,00 
8 Desa Kandangrejo 7,00 
9 Desa Wandankemiri 7,00 

18 SMP Negen 1 Brati 1 Desa Kronggen 0,30 
2 Desa Selojari 1,00 
3 Desa Katekan 1,50 
4 Desa Karangsari 1,50 
s Desa Taruman 2,00 
6 Oesa Lemahputih 2,00 
7 Oesa Tegalsumur 3,00 
8 DesaTirem 3,00 
9 Desa Kandangrejo 3,50 
10 Desa Grobogan 5,00 
11 Deas Pengamen 6,00 
12 Desa NS!lbeorejo 6,00 
13 Dess Teguhan 6,00 
14 Desa Klambu 7,00 
15 DesaTemon 7,00 
16 Desa Karangrejo 7,00 

19 SMP Negeri I Ngaringan l Desa Ngaringan 0.20 
2 Desa Tanjungharjo 120 
3 Desa Ngarap-arap 1.90 
4 Desa Belor 1,90 
5 Desa Gas,,an 3,10 
6 Desa Sendangwates 3.30 
7 Desa Kalangdosari 340 
8 Desa Bandung.sari 4.10 
9 Desa Kalanglundo 4,90 
10 DesaPendem 4,90 
11 Desa Kunduran 4,90 
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l2 Desa Kedungwaru 5,10 
13 Desa 'l'ruwolu 6,70 
l4 Desa Sumbersgung 7.00 

SMP Negeri 2 Ngari,igan 1 Desa Kalanglundo 0,50 20 
2 Desa Sarirejo 3,00 

3 Desa Truwolu 3,70 
4 Desa, Ka.langdoea.rl 4,50 

5 Desa Sendangrejo 4.50 
6 Desa Kuwu 5,90 
7 Desa Pendem 6.70 

SMP Negeri l Wirosari l Kelurahan Wirosari 0,57 21 

2 Kelurahan Kunden 143 
3 Dess Kalirejo 1A7 
4 Desa Tanjut>gsari 2,50 
5 Desa Mojorebo 2,68 
6 Desa Dapumo 302 
7 Desa Tambakselo 3,08 
8 Desa Kropak 3,11 
9 Desa Tambahrejo 337 
10 Oesa Gedangan 339 
11 Deea Tanjungreio 4,26 

12 Desa Truwolu 5,36 
13 Desa Sambirejo 589 
14 Desa Sendangrejo 5,92 
15 DesaPendem 6,41 

SMP Negeri 2 Wirosa.ri l Desa Karangasem 1,00 22 
2 Desa Tegalrejo 5.00 
3 Desa Sumberaguog 600 



4 Desa Dokoro 6.00 

5 Desa Tambakselo 6,00 

23 SMP Negeri 3 W,rosari l Desa Dapurno 0,50 
2 Desa Kemaduhbatur 2,40 

3 Desa Tegalrejo 5,00 
7 Desa Karangasem 7,00 

12 Desa Tambakselo 7,00 

24 SMP Negeri l Tawangharjo l Desa Pojok 1-,00 

2 Desa Tawangharjo 1,10 

3 Desa Seto 200 
4 DesaTarub 230 

DesaJono 3,20 
Desa Plosorejo 340 

Desa Mayahan 070 
Desa Sambirejo 5,40 

5 DesaGodan 5,50 

6 Desa Pulongrambe 5,80 
Desa Rejosarl 6.20 
Oesa Sembungharjo 680 

25 SMP Negeri 2 Tawanghrujo 1 DesaGodan l,00 
2 Desa Tarub 3,00 
3 DesaPojak 400 

4 Desa Tawangharjo 5.00 
5 DesaSelo 6,00 
6 Desa Kemaduhbatur 7,00 

26 SMP Negeri 1 Gabus 1 Desa Tahunan 0,50 
2 Desa S ulursari 1,10 
3 Desa Peleni 2-40 

4 Desa Nglinduk z.so 
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5 Desa Tlogotjrw 3,00 
6 Oesa Bendoharjo 3.20 
7 Oesa Cabus 4.00 
8 Desa 'l'unggulrejo 4,60 
9 Desa Kalipang 480 
10 Desa Singget 5 "0 - 
11 Desa Pandanharum 6.10 
12 Desa Gabusan 6,70 

27 SMP Negeri 2 Gabus 1 Desa Karangrejo 1 00 
2 Des& Sengowctan 1,20 
3 Desa Tunggulrejo 170 
4 Desa Kalipang 2.40 
5 Desa Banjarejo 2.40 
6 Desa Bendoharjo 3,50 
7 Oesa Gabus 3.70 
8 Desa Tlogotirto 4,70 

28 SMP Negeri 3 Gabus 1 IJesa Keyongan 1,80 
2 Desa Rojosari 2,50 
3 DesaSuwaru 4,00 

Desa Pandanharum 4,10 
4 DesaBago 4,30 

Desa Simo 5,30 
Desa Pelem 6,70 

5 Desa Banjardowo 5,80 
6 De*B Pakis 6,10 

29 SMP Negeri l Kradenan 1 DesaKuwu 0,50 
2 Desa Grabagan 0,65 
3 Desa Brutjarsari 1,70 
4 Desa Kalisari 2,00 
5 Desa Baajardowo 3,20 
6 Desa Seadangrejo 3,60 
7 DesaCrewek 3,80 
8 Desa 'I'anjungaari 4,20 
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9 Desa Kardenan 5,00 
10 DesaKropak 5,00 
11 De.sa Tuko 5,10 

12 Desa Sambcngbangi 5,70 
13 DesaPakis 6,30 

30 SMP Negeri 2 Kradenan l Desa Simo 1,00 
2 Desa Pakis 2,00 
3 Desa Rejosari 2,00 
4 Desa Crewek 4,00 
5 Desa Sidorejo S,00 
6 Oesa Bago 5,00 
7 Desa Banjarsari 6,00 
8 Oesa Kalisari 7,00 

31 SMP Negeri 3 Kradenan l Desa Sambongbangr 100 
2 Desa Banjardowo 1 c-10 

3 Desa Kradenan 3,60 

4 Desa Kalisan 3,70 
5 Desa Kuwu 3,90 

6 Desa Pandanarum 4,20 

7 Desa Tunggulrejo 430 
8 Desa Karangrejo 510 

9 Deea Grabagan 5,4-0 

10 Desa Banjarsari 560 
11 Desa Sengonwetan 620 

12 Desa Oabus 6,50 

32 SMP Nege_ri l Pulokulon 1 o es a Panunggalan 1.00 
2 Desa'l'uko 2,00 
3 Desa Jatiharjo 3,00 
4 Desa Jetaksari 4,00 
5 Desa Pulokulon 4.50 
6 Desa Mangunrejo S.00 
7 Desa S,dorejo 500 
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8 Desa Mlowokarangtalun 700 

9 Desa Poiok 700 

10 OesaJambon 700 

11 Desa Karangharjo 700 
12 Deso. Sembungharjo 7 00 
13 Desa Randurejo 700 

SMP Negeri 2 Pulokulon 1 Desa Jarobon 0.40 33 
2 Desa N rand ah 1.00 
3 Oesa Karangharjo 

1,50 

4 Desa Pojok 280 
5 Desa Wamkaranganyar 3.40 
6 Desa Sembungh" rjo 3.50 
7 DesaKemeng 3.50 
8 Desa Pulokulon 4.20 
9 Desa Asemrudung 6,20 
10 Desa Karanganyar 7,00 

SMP Negeri 3 Pulokulon l Desa Mlowokarangtalun 100 34 
2 Desa .Jatiharjo 4,00 
3 Desa Pojok 5.00 
4 Desa Randurejo 500 
5 Desa Sidorejo 5,00 
6 Desa Jambon 700 

SMP Negeri l Gubug 1 Desa Kuwaron 0,19 35 
2 Dcsa Kuajeng 0,86 
3 Desa Papan,-ejo 

099 
4 DesaGubug 126 
5 Desa Rowosari 129 
6 Desa Trisari 1,43 



7 Desa Kemiri l 77 
8 Desa Pranten 1,77 
9 Desa Ngroto 2,37 
10 Desa Jatipecaron 2.40 
11 Desa Mlilir 3,17 
12 Desa Baturagung 382 
13 DesaSaban 4,05 
14 Desa Tambakan 4,25 
15 Desa Ringinkidul 4,99 
16 Desa (',eJopan 527 
17 O'"'a Jeketro S,38 
18 Desa Gingangtani 6,00 
19 Desa Ringinharjo 639 
20 Desa Tlog<,rnttlyo 668 

SMP Negeri 2 Gubug I Oesa Jeketro 1.00 36 

2 Desa Ginggangtani 1.00 
3 DesaSaban 3,00 
4 Desa Gelapan 300 
5 Desa Kemiri 4.00 
6 DesaMlilir 4,00 
7 Desa Trisari 4,00 
8 Desa Tungu 4,00 
9 DesaLatak 4,00 
10 De$8. Temurejo 4.00 
11 Desa Sumurgede 5,00 
12 Desa Sambung 500 
13 Desa Ngarnbakrejo 500 
14 DesaNgroto 5,00 
15 Desa Pcnadaran 5.00 
16 Desa Pahesen s.oo 
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17 Desa Putatngsnten 6.00 

18 Desa Wanutungga.1 6,00 
19 Desa Karanggeneng 6,00 

SMP Negcri 3 Gu bug l Desa Baruragung 0.80 37 
2 Desa Tambi\kan 2.80 
3 Desa Jatipeeai·on 2,90 
4 Desa Ringin Kidul 3.10 

5 Oesa Pranten 3.30 
6 DesaPepe 4.10 
7 Desa Ring,nba1jo 4,20 
8 DesaGubug 4.30 
9 Desa Tlogomulyo 5.00 
10 Desa Kemiri 5,00 
i i Desa Kuwaron 5.10 
12 Oesa Kedungwungu 5.10 
13 DesaCurug 5.20 
14 Desa Twanding 5,20 
15 Desa PiJang Wetao 5,90 
16 Desa Kunjeng 6,30 
17 Desa Rowosari 7.00 

SMP Negcri l Tegowanu l Desa Ocbangan 0.50 38 
2 Oesa Tegowanu Wetan 0.50 
3 DesaMedani l.60 
4 Desa Kejawan 220 
5 Desa Mangunsari 2,60 
6 Desa Tegowanu Kulon 200 
7 Desa Sukorejo 300 
8 Desa Karangpasar 340 
9 Desa Tlogorejo 4.10 



10 Desa Tajemsari 4.30 
11 Desa Tanggirejo 4,70 
l'2 Oesa Oubug 4.90 
13 Desa Kebonagung 6.00 
14 Desa Kedungwungu 6.10 
15 Desa Rowosari 6,10 
16 Desa Kuwaron 6,30 
17 Desa Kemiri 6,70 
18 Desa Tanggungharjo 7,00 

39 SMP Negeri 2 Tegowanu 1 DesaCurug 0,50 
2 Desa Cangkring 1.00 
3 Desa Pepe 1,00 
4 Desa Kedungwungu 150 
5 Desa Tambak.an l 50 
6 Desa Jatipecaron 2,50 
7 Desa Tlogomulyo 2,50 
8 Desa Tajemsari 3,00 
9 Desa Pranten 3,00 
10 Desa Gaji 300 

11 Desa Ringinkidul 3.50 
12 Desa Rmgmharjo 5,00 
13 Deee Tunjungharjo 5,00 

40 SMP Negeri 3 Tegowanu 1 Desa Tunjungharjo 1.00 
2 Desa Ga:ji 2,00 
3 Desa Tlogomulyu 3,00 
4 Oesa Cru,igkring 4,00 
5 DesaCurug 5,00 

41 SMP Negeri 1 Tanggungharjo 1 Desa Tanggungharjo 0.50 
2 Desa Sugihmanik 1.50 
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3 Oeaa Kebonegung 2,00 
'I Desa Kaliwenang 2,50 
5 OesaBrabo 2 50 
6 Desa MrlSJ 300 
7 Desa Sukorejo 300 
8 DcsaPadang 350 
9 Desa Ringinpitu 350 
10 Des11 Ta.nggircjo 3,50 
11 Desa Tlogorejo 3,50 
12 Desa Rejosari 4,00 
13 Desa Kapung 5,00 
14 Deaa Mangunsari 500 
15 Desa Ngambakrejo 6,00 

42 SMP Negeri 2 Taoggungharjo 1 Desa Ngambakrejo 088 
2 Desa Kapung 107 

3 DesaMrisi 1,90 
4 DesaJumo 230 
5 Desa Kaliwenang 2.91 
6 Desa Trisari 294 
7 Desa Wates 3,05 
8 Desa Kallmaro 3,44 
9 Desa Rowo Sari 3,95 

43 SMP Negeri l Kedungjati 1 Kedungjati 0,50 
2 Klitikan 2,00 
3 Kentengsari 3,00 
4 Deras 3,50 
5 Ngombak 3,50 

6 Ka.limaro 4,00 
7 Jumo 6,00 
8 T<aranglang,, 6,00 
9 Pad as 6,00 
JO Wates 6,50 
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44 SMP Negeri 2 Kedungjati 1 Desa Karanglangu 0.20 
2 Desa Kentengsari 3,00 
3 Desa Repaking 3.00 
4 Desa Panimbo 

5.00 
5 DesaBengle 5~00 
6 Desa KeclungJati 6,00 
7 Desa Gunungsan 6,00 

45 SMP Negeri 1 Godong 1 Deee Bugel 0,32 
2 Desa Ketitang 0,57 
3 Desa Godong 0,93 
4 Desa Klampak 2,90 
5 Desa Kemloko 3,12 
6 Desa Kopek 3,26 
7 Desa Dorolegi 3,36 
8 Deea Rajek 3,40 
9 Desa Bringin 4,11 
10 Desa !iarjowinangun 4,50 
11 Desa Karanggeneng 4,82 
12 Desa Anggaswang, 5,02 
13 Desa Sumberagung 5,48 
14 Desa Ouci 5,79 
15 D-c:~Jatilor 5,88 
16 Desa Wanurunggal 5,91 
17 Desa Ketaagir~o 6,01 
18 Oesa Gundi 6,48 
19 Desa Sarnbung 6,46 
20 Desa Manggarn1as 6,88 
21 Desa Werdoyo 6,85 
22 Desa Pangka]an 7,00 

46 SMP Negeri 2 Godong 1 Desa Sambung 0,50 
2 Desa Ketangirejo 1,50 
3 Desa Sumurgede 2,00 
4 Desa Kopek 3,00 
5 Desa Pangkalan 3,00 
6 Desa Lata.k 3,20 
7 Desa Pahesan 4,60 
8 Desa Rajek 3,60 
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9 Desa Dorolegi 3,80 

10 Oesa Guci 3,90 
11 Desa Anegaswangi 4,00 
12 Desa Pu tatngan Len 4,00 
13 DeoaRawoh 4,00 
14 Desa Mojoagllilg 4,00 
15 Desa Tungu 4,·10 
16 Desa Kemloko 4,80 
17 Desa Termas 5,00 
18 Desa Ketitang 6.20 
19 Desa Wanutunggal 6,90 
20 DesaBugel 7,00 
21 Desa Godang 7,00 
22 Desa Temurejo 7,00 

47 SMP Negeri3 Godong 1 Desa Jatilor 0,80 
2 Desa Gundi 2,50 
3 Desa Stunberagung 2,80 
4 Desa Guyangan 3,00 
5 Desa Ngelul< 3,00 
6 Desa Bringin 3,00 
7 Desa Klampol< 3,30 
8 Desa Kemloko 3,50 
9 Desa Werdoyo 4,00 
10 Desa Penawangan 4,00 
11 Desa Guci 4,50 
12 Dcsa Bugel 5,00 
13 DesaGodong 5,00 
14 Desa Wolo 5,00 
15 Desa Af188a,,waogi s,so 
16 Desa Sambllilg 5,50 
17 Desa Rajek 5,80 
18 Desa Ketangircjo 6,00 
19 Desa Ketitang 6,00 
20 Desa Kopek 6,00 
21 Desa Pulutan 6,00 
22 Desa Dorolegi 6,50 
23 Desa Winong 7,00 
24 Desa Harjowinangun 7,00 
25 Desa Sumurgede 7,00 

48 SMP Negeri 1 K.arangrayung 1 Desa Sumberjosari 0,67 



2 Desa Dempel 1,60 

3 DesaJipang 2,24 

4 Desa Rawoh 228 

5 Desa Mojoagung 2,44 

6 Dess Tunggu 2,74 
7 Deas Pangkalan 3,07 

8 Desa Warupawon 3,20 

9 Desa Ketro 3,23 

10 DesaMangin 3,32 

11 Desa Termas 3,54 

12 Desa Kramat 3 58 
13 Desa Wetdoyo 3,96 
14 Desa Ket.ang:irejo 427 
15 Desa Leyangan 4,80 
16 Oesa Curut 484 

17 Desa Karangader 5,09 
18 Oesa Putatnganten 5.20 

19 Oesa Acggaswangi 5,50 
20 Desa Sambuag 5,41 
21 DesaGuci 5.59 
22 Desa Guyangan 5.79 
23 DesaWedoro 587 
24 Desa Cekel 6,13 
25 Desa Bologarang 6,17 
26 Desa Kopek 6.42 
27 Desa Karanganyar 6.49 
28 Desa Pulu tan 6,60 
29 Desa Sumurgede 6,62 
30 Oesa Larak 676 
31 DesaGundi 6,73 
32 Desa Kemloko 6.84 
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33 Desa Sendangharjo 6.89 

SMP Negeri 2 Karangrayu.ng 1 Deaa Telawah 0,50 49 
2 OesaJetis 1 00 

3 Desa Para.kaa 2,30 

4 Desa Cekel 2,40 

5 Desa Karanganyar 400 

6 Desa Lajer 4.10 

7 DesaNampu 4.60 

8 Desa Sendangharjo 4,60 

9 Deaa Karangsono 4,70 

10 DesaMangm 4.80 

SMP Ncgeri 3 Karangrayung l Desa Ketangirejo 1.20 so 
2 Desa Pangkalan 140 

3 Desa Anggaswangl 140 

4 Desa Werdoyo 170 

5 Desa Guci l,70 

6 Desa MoJoagung 2,50 
7 Desa Kemloko 3,00 
8 Desa Kramat 3,20 

9 Desa Guyangan 3.40 
10 DesaKopek 3.40 
11 Oesa J ipa.ng 3,90 

12 Desa Dorolegi 4,00 
13 DesaDempel 420 
14 nese curur 4,40 

15 Desa Ra.woh 4.40 
16 Desa Tunggu 4.70 
17 Desa Termas 5.10 
18 Deea Sumurgede 5 "0 
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19 Desa Godong 5,30 
20 Desa Karanganyar ~.so 
21 Desa Sambung 450 

22 Des" Surnberjosari 580 

SMP Negcri 1 Penawangan 1 Oesa Penawaaga.u 085 51 
2 Desa Wo!o 090 
3 Desa Ngeluk 1.90 
4 Desa Winong 2,67 
5 Desa Guyangan 3,60 
6 Desa Pulutan 3,70 
7 Desa Jat:nor 4,00 
s Desa Karangpaing 4.10 
9 DesaGundi 4,20 
10 Dcsa Curut 5,30 
11 Desa Kramat. 5.55 
12 Desa Bringjn 5,80 
13 Desa Sumberagung 5,80 
14 DesaK!uwan 6.00 
1.5 Oesa Wedoro 6,00 
16 Desa Werdoyo 620 
17 Deaa Pengkol 6.70 
18 Oesa Guci 6.70 

SMP Negeri 2 Pen.awangan l Desa Sedadi 0,50 52 
2 Desa B<>logarang 2.00 
3 Desa Lajer 4.00 
4 Oesa Katong 4,00 
5 Desa Toko 4 00 
6 Desa Dirnoro 4 00 
7 Oesa Karangawader 5,00 
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A10CHAMAD ACHRUDIN, SH 
7 199403 l 012 

Salinan sesuaJ dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SE'l'DA KA8Ul'Al1:N GROBOGAN 

SRI SUMARNI 

TTO 

BUPATT GROBOGAN 

8 Desa Leyangan 5,00 

9 Deea 'Tunggu 600 
10 Desa Watu Pawon 6,00 
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